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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki potensi yang luar
biasa, baik dari segi kultur, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.
Indonesia memiliki berbagai kekayaan yang berpotensi tinggi untuk berkembang
di era ekonomi digital. Salah satu faktor yang dapat mendukung perkembangan
tersebut adalah pemanfaatan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki
oleh Indonesia. Bahkan, menurut data Pricewaterhouse Cooper (PwC) pada
Agustus 2017, Indonesia diprediksi akan menjadi satu dari lima negara dengan
kekuatan ekonomi terbesar pada 2030 (Cooper, 2017). Salah satu pemanfaatan
potensi sumber daya manusia dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi,
kreativitas dan inovasi dalam kegiatan wirausaha. Pemanfaatan ini dapat
diterapkan pada para pelaku wirausaha yang menggunakan kemajuan teknologi
dalam proses bisnisnya, yaitu dengan penggunaan aplikasi akuntansi dalam
pencatatan keuangannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan
wirausaha yang banyak dilakukan di Indonesia karena dalam mendirikan usaha
ini mudah dan tidak memerlukan modal yang besar. Kehadiran UMKM
membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus dapat
mengurangi angka pengangguran yang ada serta berkontribusi terhadap
perekonomian di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik untuk tahun 2017
menunjukkan bahwa UMKM mampu menyerap sebesar 97% tenaga kerja dan
berkontribusi sebesar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (UKM

Indonesia, 2019). Pelaku UMKM yang mampu berkreasi dan berinovasi akan



dapat mengurangi kesenjangan sosial melalui peningkatan laba usahanya.
Banyaknya UMKM yang menyebar di berbagai tempat di Indonesia akan mampu
menciptakan pemerataan ekonomi Indonesia.

UMKM memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional, hal ini
didukung oleh berbagai elemen yang ada seperti Pemerintah dan lkatan Akuntan
Indonesia (lIAl). Peran pemerintah sangat penting dalam mendukung
perkembangan UMKM. UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20
tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Republik Indonesia,
2008). UMKM di Indonesia berada pada naungan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah. Kementerian ini memiliki tiga program prioritas yang
dijalankan, antara lain pemberdayaan UMKM melalui gerakan kewirausahaan
nasional, program untuk perkembangan koperasi dan UMKM serta akses
pembiayaan untuk koperasi dan UMKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah, 2015).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) juga berperan penting dalam mendukung
perkembangan UMKM yaitu dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku secara efektif
untuk penyusunan laporan keuangan mulai tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM
merupakan standar akuntansi yang jauh lebih sederhana jika dibandingkan
dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK
ETAP). SAK EMKM diperuntukkan bagi UMKM yang memenuhi definisi dan
karakteristik sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, kecil dan Menengah (lkatan Akuntan Indonesia, 2016c).

Seiring berkembangnya teknologi informasi berdampak signifikan terhadap

proses pencatatan akuntansi dalam suatu perusahaan. Dampak yang secara



nyata yang dapat dirasakan ialah pemrosesan data yang mengalami perubahan
mulai dari sistem manual ke sistem komputer. Berbagai perangkat lunak
akuntansi sudah banyak dikembangkan oleh beberapa ahli untuk membantu
kegiatan operasional perusahaan (Karte, 2017). Bahkan saat ini perangkat lunak
(software) akuntansi tidak hanya digunakan di komputer, tetapi juga digunakan di
smartphone. Penggunaan smartphone mudah dan dapat digunakan disegala
situasi dan tempat, menjadikan smartphone menjadi salah satu perangkat yang
dipiih pemilik perusahaan saat ini untuk melakukan kegiatan operasional
perusahaan seperti pencatatan dan pembukuan akuntansi (Elvira, 2018).

Saat ini smartphone sudah banyak digunakan oleh semua kalangan,
termasuk pelaku bisnis. Smartphone yang paling banyak digunakan yaitu
smartphone berbasis android yang mempunyai banyak fitur untuk memudahkan
para pengguna. Fitur tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk
memudahkan dalam hal mengelola keuangan perusahaan. Adanya kemajuan
teknologi informasi ini, Kementerian Koperasi dan UMKM bersinergi dengan IAl
meluncurkan aplikasi Lamikro (Laporan Akuntansi Usaha Mikro) pada Oktober
2017. Sistem aplikasi Lamikro ini sudah sesuai dengan SAK EMKM. Adanya
aplikasi Lamikro sesuai SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM
di Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan.

UMKM masih memiliki kendala dalam perkembangannya untuk
pembangunan perekonomian nasional. Kurangnya pemahaman dan pengalaman
pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi digital dan kebanyakan pelaku
usaha mikro masih terkendala dalam hal permodalan (Suwarni, Sedyastuti, &
Mirza, 2019). Kendala-kendala ini dapat menyebabkan tidak lancarnya

operasional perusahaan dan berujung pada kegagalan usaha. Maka dari itu,



pelaku UMKM perlu mengetahui tentang penyusunan laporan keuangan sesuai
standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan juga menguasai
teknologi yang berkembang saat ini untuk menunjang perkembangan UMKM.

Pemerintah Indonesia juga mendorong perkembangan UMKM dengan baik,
yaitu dengan adanya asosiasi IKM (Industri Kecil dan Menengah) di berbagai
daerah di Indonesia. Adanya asosiasi ini, banyak pelaku usaha yang difasilitasi
pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan
usahanya. Kementerian Perindustrian telah berhasil membina 1.993 Sentra IKM
dan telah membina sebanyak 12.687 calon wirausaha baru pada periode 2015-
2016. Baru-baru ini, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi IKM dengan
restrukturisasi mesin dan peralatan yaitu dengan pemberian potongan harga
pembelian mesin/peralatan untuk meminimalisasi pengeluaran yang dilakukan
para pelaku IKM (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018).

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan terhadap lima UMKM yang ada
di Lumajang melalui wawancara pada Fitria Food (produksi makanan), Arshop
(baju dan tas), Regginang Bu Yun (produksi rengginang), Bu Laila (baju dan
peralatan makan), dan Sari Wedang (Wedang Nusantara), semua UMKM ini
menyatakan bahwa hanya melakukan pencatatan secara sederhana atau
semampu mereka dan belum mengetahui tentang SAK EMKM maupun Lamikro.
Penelitian yang dilakukan oleh (Warsadi, Herawati, & Julianto, 2017)
menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan UMKM masih sangat sederhana
dan masih menggunakan cara manual. Penelitian lain dilakukan oleh (Kirowati,
Dewi & Amir, 2019) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang
belum mengimplementasikan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan

dengan bantuan aplikasi Lamikro.



Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih
belum banyak memahami bahkan mengetahui penerapan pelaporan keuangan
sesuai SAK EMKM dengan bantuan aplikasi Lamikro. Data menurut The
Indonesian Institute, 2017 menunjukkan bahwa sektor industri menempati posisi
pertama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Industri makanan
dan minuman merupakan salah satu industri yang berkontribusi tinggi dalam
pembentukan PDB (The Indonesian Institut, 2017). Ini dapat dilihat dalam tabel

dibawabh ini:

Tabel 1.1

Distribusi PDB Tahunan Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

LAPANGAN USAHA Tahun
2000 2004 2008 2012 2016*
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN

PERIKANAN 15.6 14.3 14.5 14.5 135
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 12.1 8.9 10.9 11.8 7.2
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 27.79 28.1 278 240 205

a. Industri Migas 39 4.1 4.8 31 2.3
b. Industri tanpa Migas 23.8 24.0 23.0 209 18.2

1). Makanan, Minuman dan Tembakau 8.1 71 7.0 7.6 6.9

2). Pupuk, Kimia & Barang dari karet 3.1 2.8 3.1 2.6 2.4

3). Alat Angk., Mesin & Peralatannya 4.9 6.4 6.7 5.7 2.2

4). Lainnya 7.8 1.7 6.2 5.0 7.6

4, LAINNYA 44.6 48.7 46.8 497 38.9
INDONESIA 100 100 100 100 100

Sumber: The Indonesian Institute, 2017



Gambar 2.1
Proporsi Perbandingan Jumlah Usaha Industri Makanan dan Minuman

antara Mikro Kecil dengan Besar Sedang

1%

= Ind., Mikro Kecil

®m Ind. Besar Sedang

Sumber: The Indonesian Institute, 2017

Gambar 2.2
Proporsi Perbandingan Tenaga Kerja Indonesia Makanan dan Minuman

antara Industri Mikro Kecil dengan Besar Sedang

w Ind. Mikro Kecil

B Ind, Besar Sedang

Sumber: The Indonesian Institute, 2017

Kedua gambar diatas menunjukkan besarnya presentase industri mikro kecil,

jika dibandingkan dengan industri besar sedang dilihat dari segi jumlah usaha



dan tenaga kerja. Penelitian ini difokuskan pada UMKM di bidang makanan dan
minuman yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDB, khususnya
pada pengusaha minuman.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur
Mochammad Ardi Prasetyawan mengatakan, Jawa timur yang memiliki lahan
pertanian yang cukup besar merupakan salah satu penyebab UMKM di Jawa
Timur melakukan pengelolaan terhadap makanan dan minuman (Jatim Fair,
2017). Data menurut Statistik Pertanian, 2018 menunjukkan bahwa Jawa Timur
memiliki luas kebun paling tinggi dari tahun 2013-2017 (Statistik Pertanian,
2018). Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.3

Luas Kebun Menurut Provinsi Tahun 2013-2017

Indonesia 11838770 12033.77¢ 11.861.676 11.530.828




Gambar 2.4

Luas Lahan Pertanian Menurut Kota/kabupaten 2018

Lahan Pertanian

S S |
Bukan Sawah Pertanian

PACITAN 140,04 562,90 354495 227,99 4475,88
PONOROGO 104584 308,62 136377 330,47 3050,80
TRENGGALEK 333,02 2003,73
TULUNGAGUNG 1463,68
BLITAR 1778,85 333,05
KEDIRI 7.77
MALANG 166,43 190,20
LUMAJANG 11 130,76 2021,86 168,85
JEMBER 1601,12 75,85 1067,58 187,26
BANYUWANGI 1190,24 aga2 115,33 198,90
BONDOWOSO 147534 582,55 1387,26 159,00 3604,16
SITUBONDO 1957,67 205,32 120,95 180,53 2550,08
PROBOLINGGO 1135,01 459,45 135,64 337322
PASURUAN 186,16 1920,68 14554 347667
SIDOARIO 10,43 280839 223,60 0
MOJOKERTO 762,52 823,10 224,63 3698,28
JOMBANG 516,11 610,65 224,10 309111
NGANJUK 327,85 643,06 218,61 293510
MADIUN 223,69 886,35 304575
MAGETAN 136476 254,26 925,34 327,88 2872,24
NGAWI 1428,57 669,91 985,95 371,91 3456,33
BOJONEGORO 766,36 212654 1084,61 288,42 426594
TUBAN 913,66 1542,63 2909,84 291,71 5 657,84
LAMONGAN 1636,38 2027,67 117815 191,54 5033,74
GRESIK 410,90 2460,05 203965 193,38 5103,99
BANGKALAN 146,36 348,59 617,99 359,06

MPANG 13,54 144360 113291 308,57
PAMEKASAN 231,73 1385,80 1481,40 312,88
SUMENEP 347,19 1270,94 1882,42 221,43
KOTA KEDIRI 1482,87 286,5 183,47 268,02
KOTA BUTAR 101531 6,18 480,26 305,67
KOTA MALANG 968,75 23,02 165,64
KOTA PROBOLINGGO §96,09 14,51 226,72 137,81
KOTA PASURUAN 221508 61,04 1185,15 137,91
KOTA MOJOKERTO 1347,94 211,05 291,13 154,64
KOTA MADIUN 1079,23 129,54 257,32 223,07
KOTA SURABAYA 47,51 1305,75 123,17
KOTA BATU 826,22 1598,12 123,15

JAWA TIMUR 1054,16

Sumber: Hasil Survei Pertanian Antar Sensus {Sutas) 2018
Gambar 2.4 Menunjukkan luas lahan pertanian tiap kota/ kabupaten.
Lumajang merupakan kabupaten yang memliki lahan pertanian yang luas,

khususnya pada lahan bukan sawah (Badan Pusat Statistik, 2018).. Salah satu



produk pertanian dari tanaman biofarmaka kelompok rimpang yaitu jahe. jahe
memiliki luas panen paling tingggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 10.205,03
hektar (Badan Pusat Statistik, 2018). Sehingga penelitian difokuskan pada
UMKM yang melakukan pengelolaan pada tanaman jahe yaitu UMKM Sari
Wedang Lumajang.

Studi pendahuluan telah dilakukan oleh peneliti kepada Manajer UMKM Sari
Wedang Lumajang, yakni Ibu Roselly. UMKM Sari Wedang Lumajang ini
merupakan peraih terbaik P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga) hari Kesehatan
Nasional se-Kabupaten Lumajang dan merupakan anggota IKM di Lumajang. lbu
Roselly mengatakan bahwa pencatatan yang diterapkan dalam keseharian
UMKM ini masih sederhana yaitu hanya sebatas pencatatan kas masuk dan kas
keluar dan belum adanya pemisahan yang jelas antara aset yang dimiliki UMKM
dengan aset yang dimiliki pribadi. Ibu Roselly juga belum mengetahui adanya
SAK EMKM vyang diterbitkan IAl dan aplikasi Lamikro yang diluncurkan oleh
Kementerian Koperasi dan UMKM yang bersinergi dengan IAl. Berdasarkan fakta
ini muncul masalah pada pencatatan keuangan UMKM Sari Wedang Lumajang
terhadap standar pencatatan keuangan yang seharusnya diterapkan yaitu SAK
EMKM. Oleh sebab itu, peneliti memilih UMKM Sari Wedang Lumajang sebagai
objek dalam studi kasus pada penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Aplikasi Lamikro di Era

Ekonomi Digital pada UMKM Sari Wedang Lumajang”.
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1.2. Perumusan Masalah
Rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
Bagaimana penerapan pelaporan keuangan pada UMKM Sari Wedang

Lumajang?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini
yaitu:

Mengetahui penerapan pelaporan keuangan berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dengan
menggunakan aplikasi Laporan Akuntansi Usaha Mikro (Lamikro) di era ekonomi

digital pada UMKM Sari Wedang Lumajang.

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat
sebagai tambahan pengetahuan umumnya dibidang akuntansi dan
khususnya tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas
Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dengan menggunakan aplikasi
Laporan Akuntansi Usaha Mikro (Lamikro) bagi pembaca dan penelitian
selanjutnya.
b. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa

tambahan pengetahuan bagi peneliti tentang penerapan Standar
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Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)
dengan menggunakan aplikasi Laporan Akuntansi Usaha Mikro
(Lamikro).
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
entitas, yaitu UMKM Sari Wedang Jahe Lumajang sebagai bahan
masukan dalam penerapan pencatatan keuangan yang sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK
EMKM) dengan menggunakan aplikasi Laporan Akuntansi Usaha Mikro

(Lamikro).



